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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2354 /MENKES/PER/XI/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 532/MENKES/PER/IV/2007 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: bahwa dengan
Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

telah ditetapkannya Pera
Nomor 1144 /Menkes/Per/VIII

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ke

perlu mengubah Peraturan Menteri
532/Menkes/PER/IV/2007 tentang
Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

2 1.

. Undang-Undang Nomor

Organi

T

24

turan Menteri
2010 tentang
sehatan, maka

Kesehatan Nomor

sasi dan Tata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran N
Indonesia Nomor 4431);

32 Tahun

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

egara Republik

2004 tentang

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran N
Indonesia Nomor 5063);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementeri
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fu
Kementerian Negara;

6

egara Republik

2009 tentang
Negara,;

2010 tentang
an Negara serta
ngsi Eselon 1

Peraturan...
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MENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

"

(2) BBKPM dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas
secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina |oleh Direktorat

Bina Upaya Keschatan Rujukan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
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.November 2011

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR







